
HIKMAH DALAM PERSPEICIIF
PEMBINAAN HUKUM ISLAM
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Abstrak : Dalam kajian perkembmgan eVistenologi
hukum lslam, tojadi perdcbatan, npakah Allah
(shad) di dalam membellakukan hukum (tasi\n'
d-ahkarr) didasmkan pada WtinfuBngat tertentu
(ta'lil al-ahkarr). P*dcbatan taxbut berdampak
pada muncthya perdebatan xputm boleh tidahya
fienilapkan suatu hukum atas .lrstr
hihish atan prtimbangan yang loin. Tulkan ini,
secara lchusus akaa mendeskripsikan ketludukan
hikmah dalan pcngembangat huhtm Ishm dan
relaansirrya dmgan ,naqAdd al-shfl{all
ksimptlan tulisat ini, sikcp ulmu tettang ta'lil
d-ahkam bi al-hikmah terbagi menjodi tiga Eiksp

yang mmolak xcara mtllak, ,flenerirna secara
,nutlak dsn sikap modnat, mmerima iltn menolak
scafi bersycrat.

Kata Kunci : li\&4dgid al-Sfun'ah, Ta'lil, Istinba!

PENDAHULU.4,N

Dalam kajian Hukum Islam, hubungan organik antara
sumber hukum dengan pernahaman hukum merupakan
masalah senbal dalam ugul al-fiqh. Sumber hukum pada
hakekatnya adalah wahyu Ilahi yang menempati posisi
sumber segala sumhr. Oleh karena itu, hakekat hukum
berada di tangan kuasa Tuhan. Dengan keyakinan bahwa
al-Qur'iLn mempakan sumber autentik, sedangkan
kekuasaan hukum berada di tangan-Nya, maka yang
mengetahui secara persis rumusan hukum sebagai yang
dikehendaki dalam alQur/an hanya Allah. Dengan

' Docen IAIN Antasari Banjarmasin.
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demikian, tugas para ahli hukum, hanyalah
mengarahkan segenap kemampuarurya memahami
makna hukum yang dikandung dari firman-firman-Nya
sebagai yang tersirat dan tersurat pada redaksi al-
Qur'an.t

Rangkaian penegasan sebagai termaktub dalam QS.
al-Anbiya': 107 , tentang misi Muhammad sebagai
rtthmatan li al:dlaminz dan juga Q5. Ytnus: 5F tentang
firngsi alQur'an sebagai petunjuk, telah memperjelas dan
memperbgas fungsi shari'ah Islam sebagai rahmat bagi
umat manusia.

Menurut Abt Zahrah, Islam sebagai suatu sistem
hukum telah meletakkan tiga dasar pikiran :
1. Shan'ah Islam merupakan sumber nilai dan nonna

individu serta masyarakat bagi terwuiudnya satu
sistem Hukum Islam.

2. Shari'ah Islam ingin menegakkan keadilaru sehingga
setiap individu memiliki hak serta kewajiban yang
sama di depan hukum.

i|. Shari'ah Islam ingin mewujudkan kemaslahatan di
tengah-tengah umat manusia.r

Atas tiga dasar pikiran inilah, para ahli uqul
mencoba menggali dan membina hukum Islam, yang
selaras dengan tuntutan serta perkembangan rrasyarakat
antara ruang dan rvaktu. Pada tahapan periode Makkah,
shari'ah Islam masih merupakan seruan-seruan etika

. I At tl-iqh d. p.itsrprye adaleh r4reyr uanueie ocoahaoi
m.tsud Toh.! y.!g tcLh i. tu.rgk I d"l-- .uatu rcd.ksl .t u d.og.r!
kera lein upeyt ncmahemi &n mcoggiriag (l:tnail) mrloe rc&bi aasr:
Lib.t A5n Z.hr.t, Utal .l-Fiqh (iV Db .l-Fil.. .I-.Ar.bi, tL), 3dL366.
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mengenai sikaP serta Perilaku mana yang baik dan mana

yang buruk, sebagai PersiaPan menghadaPi masa

terbentuknya masyarakat dan tatanan hukum baru
dalam periode Madinah. Di Madinah inilah, aturan-
aturan hukum diletakkan dengan ayat-ayat al-Qur'an
dan hadith-hadith Nabi. Dengan kata lairu bahwa awal
pembinaan hukum Islam secara langsung berada di
bawah bimbingan serta wewenang risalaft Muhammad
Saw. Pada periode para kenabian, yang tertinggal
hanyalah sekumpul,an ayat-ayat alQur'an serta sunnah
Nabi. Ketika ummat Islam telah meluas ke berbagai
penjuru dunia terhimpunlah ayat-ayat sebagai satu
kesatuan kitab suci arcu/an serta Erekamnya hadith-
hadith Nabi mempunyai arti penting bagi pembinaan
hukum Islam selanjukrya. Imam al-Shafi'i (*.204 H)
dianggap tokoh penting berjasa merumuskan secara
tegas posisi alQu/an serta Sunnah Nabi sebagai sumber
hukum Islam yang paling primer, meskipun kedua
sumber tersebut telah lazim dimaklumi oleh generasi
sebelumnya.s

Tampaknya para ahli fiqh atau uqul telah
menyadari betul, bahwa untuk mengatur kehidupan
ummat manusia diperlukan suatu sistem tatanan yang
memiliki akar tiga dimensi dasar pikiran, aspek etik (nilai
dan norma), aspek keadilan, serta aspek kemaslahatan
umat Untuk itu, semua rumusan hukum mesti
dikembalikan kepada sumber yang menjamin ketiga

! Scbegaimana ditconL-L.n olch Coulsoq b.he'. .l-Shait tcLh
diakui merupakea bapelt Jurciaprudcari Hu&uo leLlB. Ia berhasil
merumuekan suebcr ut.ma Hukuo Isho eccera sietcmatis, yakai al-
Qur'.D, .l-Sumah (d-Iledith), Iinr' ftoascosue) d.!o QiyI6 (Ardogi).
Skcma yang diaiukaa olch .l-Siafi5 iai m€rup.k r useha uatuk
mcmpcrlemukao arotara kubu gcagz.,rta Ahl-Ea&th dzo kubu pcagmut
p€ndapat prit adi (altl a|-ta!), Lih.r NJ. Coulson, A llistory of Islamic
ZrB, (Edinburgb i Ediaburgh Univcrrity Prcrs, 1964), 6051.
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riasar pikiran itu, yakni wahyr (alQur'an) serta khabar
yang sah dari Nabi (Sunnah). Pemahaman dalam konteks
pembinaan hukum akan menjadi rancu apabila tidak
terdaPat benang merah 1'ang menghubrrngkan antara
kesimpulan hukum atas Lasus-kasus tertentrr (/ar' :

cabang) dengan dalil yang termaktub dalam kedua
sumber (agl : pangkat atau sumber). Pemahaman yang
mepersambungkan kedua dsi (far' dan aql) itulah yang
dicoba dirumuskan oleh para ahli hukum dengan term-
term isfiq&i|, qiyas dall. f;ibtuh. Term terakhir inilah yang
dijadikan fokus pembahasaru

PEMBINAAN HI,JKUM ISLAM : IDE DAN LATAR
BELAKANG

Secara umum, yang menentukan berlakunya sesuafu
hukum terletak p ada nuglafoah *ba,gu nn dari maqdgid al-
shmi'ah (a$uaa shara'). Dalam konteks metodologi,
pemahaman terhadap nuzlabah yang merupakan esensi
tuduan shara' terlihat bagaimana at-Shafi'i
mengetengahkan fiyas. Sedangkan ulama' lanu Abt
Hanifah (w. 150 FI) misalnya, mengajukan konsep
isftlsaz. Imam Mdik (W. 179 H) dianggap pencetus ide
isfiglri! atau lebih dikenal mas-lafoah mursalah. Sedangkan
A[mad ibn Hanbal (W. 241 H) dan beberapa ulama lain
memaparkan konsep futr'qfudD sebagai salah satu metode
menggali maqdgid al-shaflah dalaal pqrn6inaan sekaligus
pc:nerapan Hukum Islarn Namun keempat istilah
tersebut tanpaknya dapat disepadankan dengan ide
isligldfu yarnr mengambil kesimpukin fu*tm (beristitlldl)

berdasarkan atas kemaslahatan, atau disebutjuga dengan

lvris dalam pengertian umum.
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Konsep IstrgrArr.

Pada awalnya, konsep rsfrqlih muncul dari Imirn Ma,lik.
Ia bermaksud ingin memecahkan persoalan hukum yang
teriadi di tengah masyarakat sementara tiada satupun
dalil (naqg) fang secara khusus mengatumya. Meskipun
demikiaru ide istigldh yang diketengahkan tetap selaras
dengan fuiuan shara' secara umum, yaitu terciptanya
kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di
akherat. Untuk itu Imam Malik mensyaratkan tiga hal :

l. Ma7lafofi itu selaras dengan kemaslahatan yang
ditunjuk oleh hukum asal dan relevan dengan tujuan
yang dikehendaki oleh shara'. Artinya kemaslahatan
itu harus tidak terlepas dari pangkalnya, meskipun
tiada dalil khusus yang menunjukkannya.

2. Esensi naEbfuah itu harus memiliki sifat-sifat
munisahh yang dapat diterima s€cara rasional.

3. Maglabah itu telah secara lazim dapat melepaskan
kesulitary bahkan sekiranya tidak ditempuh
pertimbangan kemasalahatan dalam menetapkan
hukum umat manusia pasti te4erumus ke dalam
kesengsaraan.5

Dalam perkembangan berikukrya, para ahli uqul
mengembangkan konsep isfillih dengan al-munasabah,
yang secara teknis dapat dianggap sama dengan
metodologi qiyas d,alam pengertian umum. Metode
istiglaf; atar al-mundsabah ini tampaknya, di samping
untuk mensistematisasikan teknis ber-istidlil sekaligus
untuk menganalisis berbagai ragam metodologi uqul
yang pernah diketengahkan oleh para ulama. Al-Ghazali
(w. 1111 M), sebagaimana yang dikemukakan oleh

't Abt Z.hrah, Ard al-Fiqh, 2n-280.
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I Ilusayn A[mad ]lasa , Nazedyet el-Mesl.h^h fr al-Figh al-
Islzmt (Bei'r r I D* al-Nahdah al-.Ar.biyah, 1971), 18-19.

Husayn Hamid Hasary merinci istigldf; ke dalam empat
kategori :

l. Mnglafuh yang jenis (nan')nya ditunjuk oleh shdri'
(maglafo r i'tibar al-shii' naw'ah).

2. Maglaluth yang relevan dengan jenisnya sebagai yang
ditunjuk oleh shari' (naClabah muld'imah li jins
ta\arrufrt al-shni').

j. Maglafoth yang berlawanan dengan nass shara' ( al-
m aglafuah al -bdlilah rw al -mul gh ah).

4. Maglah*h yang slur:lyr dari naqq-aagg shara' yang
mendukung atau kontradiksi dan dikenal dengan al-

ma2lafonh al-ghaibah. Bagi al4hazali, maplafofu

mursalah terrnasuk dalam kategori kedua, yaitu
maglaf;ah yang memiliki landasan shara' dilihat dari
aspek jins-nya. Sedangkan maglafurh ghanbah serta
mul ghah, keduanya secara tegas tertolak.T

Konsep Qiyd's

Latar belakang munculnya konsep qiyris - seperti hatrya
istiplah - pada dasamya merupakan sistematisasi
penalaran hukum dari ide ijfihAd yang secara tegas
diperoleh legitimasi shar'i dari Sunnah Nabi. Al-Shafi'i
pencetus awal konsep 4iyris, melihat kelemahan-
kelemahan pada metodologi istidldl dalam istibsan serta
magln\ah mursalah. Kedua metode tersebut, oleh al-Shafi'r
dipandang sebagai manhaj al-istinbd! yang terlepas dari
al-Qrrr'in, Sunnah maupun ijmd'. Oleh karena itu, ia
mengajukan konsep qiyds sebagai metode istidlal yarg -
menurutnya- linier dengan ketiga sumber tersebut.
Dengan demikian, setiap keputusan hukum tentang
suattt persoalan (far) yang belum ada naqq;nya, mesti
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dicarikan sandaran flasi (a1l) yang telah memilki
ketentuan hukum (hukum aql), sehingga terdapat benang
merah ('illah) yang menghubungkan antara hukum aql

denganfr'-nya.a
Selaniutnya, para al i uqul memandang hahwa

persoalan 'illah merupakan unsur senhal dari
keseluruhan pembicaraan qiyds. Namun dalam
merumuskan pengertian 'illah ternyata banyak
ditemukan ragamnya. Sebagian ulama ada yang
mengartikan 'illah s*ata khusus, yaitu sifa! ciri, alasan,
motif atau sebab yang dapat diukur, baik bentuk,
individu, waktu maupun keadaannya. Artinya, antara
dalil yang dijadikan pangkal lyris memiliki persamaan
sifat dasar yang dapat diukur dengan kasus khusus (far)
sehingga hasil keputusan hukum pada/a/'sama atau ber-
munasabah dengan kandungan hukum yang terdapat
pada pangkalnya. Hal tersebut dapat dilihat pada contoh
diharamkannya ftukum aql) khamr (aql). Khamr memfiki
ciri kongkrit dan dapat diukur ('illalr) memabukkdn.
Nabidh (ftru') adalah benda cair lain yang memiliki ciri
yang sama ('illair) dengan khamr, yaitu memabukkan.
Oleh karena itu nabidh juga haram. Dalam definisi ini,
dibedakan antara'illah dengan ma1laf;ah.'lllah semata-
mata melihat ciri atau sifat yang dapat diukur tanpa
memperhatikan maglaf;ah atau manfaat di balik'illah,
meskipun diyakini bahwa setiap'illah mesti ada manfaat
ata:u ma2lalgh nya. Hanya saja, 'illaft terkadang ditemukan
maplalah atau manfaatnya, tetapi terkadang tidak
ditemukan. Sedangkan keputusan hukum, semata-mata
ditentukan berdasarkan 'illah itu. Jadi, meskipun tidak
juga diketemukan manfaatnya. asalkan 'illah nya telah

1. M\rtat Z^yL Al-Mesleheh E el-Teshtr' al-Isleml wa Najm al-
Drn el-It fi (Ddt 

^l-Fikr 
alJ&abi, 1964), 38
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ada, baik karena dituniuk langsung oleh zaqq atau
ditemukan dari hasil istiya' (pnellusuran induktif)
terhadap sejunrlah nagg maka hukum pada agl telah
dapat diterapkan untuk memberikan keputusan hukum
terhadap far'. Pandangan inilah yang dipegangi secara
kuat oleh al-Shaf i serta para pengikutnya.e

Sementara itu, Imam Malik beserta para
penBikutnya sebagai dikemukakan oleh Abn Ishaq al-
Shatibi, bahwa 'illah mempunyai arti lebih luas, yakni
sifat-sifat yang memberikan ciri kemaslahatan. Ini selaras
dengan maqagid alshar{ah yang bermaksud ingin
menciptakan kemaslahatanumat. Kemaslahatan memang
tampak lebih abstrak daripada Pengertian 'illah
sebagaimana yang dimaksud oleh AI-Shi(i'i berikut
golongan shafi'iyah. Namun kemaslahatan yang mereka
maksudkan tidak boleh terlepas dari kelima asas

kemirslahatan, yakni terjaganya kepentingan agama (btft
al-ilin), iiwa (hifa al-nasfl, akal (hifval-'aql), keturunan @f
cl-nagg) serta harta fuifa al-mdl). Diakui bahwa kelima asas

tersebut memiliki tiga peringkat, yakni peringkat asasi

atau primer (larun), peingkat tuntutan kondisional
@ajji) d,an peringkat perlengkapan (Iahstni). Namun urut-
urutan priotitasnya, petama adalah yang larui, bant
fuajji dan terakhir fafsini. Pandangan ini tampaknya juga
didukung oleh golongan Hanafiyah serta kelompok
rasional Mu'tazilah. Hanya saja, kelompok rasionalis ini
memberikan porsi kepada akal manusia untuk
menentukan (muthbit) dan menggali maglalph. Artinya,
maglaf;ah sebagai alasan hukum dapat saja ditemukan
berdasarkan pemiktan akal semata. l,egitimasi hukum
dari dalil nass dapat dilakukan dengan memahami nass

3 . Zattah, Ustl, 237 , 238, U4 dalr 247 .
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melalui interprehsi ma'nsui, bnkan lafgi. Apabila terjadi
pertentangan anara magln@ yang diEmukan oleh akal
dengan nass, maka ru6s tersebut harus dita'wilkan agar
selaras dengan penrikiran akal manusia. S€mentara
golongan flanafiyah serta jumhur ulama Sunm pada
umurnnya menganggap bahwa akal matrusia hanyalah
berfungsi sebagai knshif (penemu), bukan muthbit
(penentu).10

KEDUDUKANHIKMAH

Ditinjau dari sudut latar belakang kemunculannya dalam
khazanah pengetahuan fiqh, istilah hikmah tampak
kurang populer. Karena keempat ulama pendiri
madhhab pada zaman klasik tidak pernah menyebut
istilah hiknah dalam perangkat fiqh maupun ugulnya.
Balrkan tidak jelas, siapa ularna yang mula-mula
memperkenalkannya. Meskipun demikian, terlepas dari
popularitas peristilahan, yang terpenting dalam kajian ini
adalah istilah hikmah termasuk dalam iajaran
peristlahan ugul al-fqh, setidak-tidaknya sejak masa
pasca keempat ulama pendiri madhhab fiqh.

Menurut 'Abd al-Hakim al-Sa'idi,tt hikmah dalam
pengertian bahasa dapat dipahami sebagai hal yang
dianggap istimewa dalam methat sesuatu menurut
kacamata ilmu. Ia bisa juga diartikan sebagai
pengetahuan yang mampu memisahkan antara yang baik
dan yang buruk. Orang alim sering disebut sebagai orang
yang bijak (ahli hikmah : al-f;akim) karena ia cermat
dalam melihat dan memahaini sesuatu perkara secara

e al-Shitiba, At-MuweIeq!* fr As al-A.hkem, vol 1, Ed M. Hucin
Makluf @cirut : Der al-Fikr, n), 185 dan vol 4 2-5' Mcagcaai prn&agan
Mu'tazilah di sckitar '1llar, lihat d-S.'idi, Mabzhith al:Illah fr zl-Qiyirs

'ind al-Usaliyyln (Beirut : Dir.l-B.sha'ir al-Islamiyrh, 1980, 7-86.
o lbid,104-105
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u Ibid.

proporsional. Lebih lanjut, al-Sa'idi mengatakan bahwa
para ahli ugul memahami hikmah sebagai aspek positif
yang terjadi akibat sesuatu tindakan, bukan sebaliknya
dalam pengertian aspek negatif yang diakibatkan oleh
sesuatu tindakan.

Dengan ragam pemahaman serta pemakaian istilah
tersebut, para ahli ugul telah mencoba merumuskan
suatu definisi, bahwa hikmah dalam konteks ugil al-fiqh
adalah sesuatu yang datang mengiringi ketetapan hukum
shara'. Itu berarti bahwa focus kajian hikmah terletak
pada timbulnya kemaslahatan dan kesempurnaan
ses atu perbuatan, sekaligus melepaskan maJsailah at:lu
sekurang-kurangnya memperkecilnya.u Dengan
demikiaru pengertian hikmah menjadi identik dengan
apa yang disebut al:amr al-mundsib, atau dalam istilah
lain disebut juga sebagai istitlldl bi al-maylafoth.

Namun penfrma,rn pengertian . ini masih
menghadapi kesulitan dalam konteks analisis
penerapannya. Karena banyak di antara ulama yang
berkeberatan menggunkan alasan hikmah sebagai
p€nentu keputusan hukum dalam ber-istidlal, meskipun
m,3reka meyakini bahwa setiap keputusan hukum shar'i
mesti mengandung hikmah. Golongan yang kuat
mempertahankan qiyas sebagai satu-satunya metode
prrmbinaan hukum hanya menerima istidlal al-mundsib al-
mu'ahthir serta al-munasib li jins tagarn{at al-shai'. Karena
mereka memandang al-munasib tersebut adalah
identikdengan 'illaft. Sementara itu 'illah . tidak sama
dengan hikmah. Dasar lain yang mendukung keberatan
ber-ta'hl dengan hikmah, adalah rumusan hikmah yang
dianggapnya terlalu abstrak. Sedangkan istidldl dengan

I
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al-ma1laf;ah telah memiliki rumusan yang kongkrit.
Karena ugtl al-Humsah beikut rumusan ketiga
peringkahya @irfifi, Aiiji dan tafisini) telah dianggap
baku sebagai parameter (maqa@ shara' yang
fundamental dan didukung oleh dalil-dalil shara' (al-

Qu/itr, Sunnah dan ijma'). Dengan rumusan itu, mereka
ingin mmghindari kemungkinan terjerumus ke dalam
kategori al-magbbrh al-gharibah, yang oleh jumhur ulama
dinilai sebagai pengambilan keputusan hukum bi ql-houa

( hanya bersandar kepada akal semata terlepas dari
keterkaitannya dengan nagq). Sementara itu konsepsi
hikmah sebagai dasar pengambilan keputusan hukum, di
samping terkesan abstralg iuga tidak tampak memiliki
rumusan yang baku. HiLmah seperti demikian sulit
diukur ada tidaknya keterkaitan antara keputusan
hukum yang diambil dengan nagg atau setidak-tidaknya
dengan maqagiil al-shar{ah'.tt Perbedaan pandangan
mengenai ini dikemukakan oleh al-Sa'idi ke dalam tiga
kategori:

Pendapat Pertama : Menolak Secara Mutlak Berta'lil
Dengan Hikmah

Menurut pendapat ini, hikmah secara mutlak baik yang
munlabi! (dapat dipertegas dengan ukuran-ukuran
tertentu) maupun tidak (bersifat abstrak), tidak dapat
dijadikan ta'lil al-af;kam. Pendapat ini sekurang-
kurangnya dudukung oleh argumen-argumen berikuc

1. Sekiranya boleh ber-ta'lil dengan hikmah secara
mutlak, maka 'illah dalam pengertian sifat yang
munlabi! tidak mempunyai pengaruh dalam
menentukan hukum. Misalnya ber-ta'lil merl.g-qatr

D Zatuah, Usnl al-Fiqh,238-243

123
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shalat dengan karcna alasan mashaqqah. Dalam konteks
ini, hikmah sama dengan mashagqah yang
menyebabkan diperbolehkannya qaqr al-qnldh. ladi,
bukan karena bepergian (safar) *bagai 'illaft hukum.
Sehingga kapan saja seseorang sedang dalam
kesulitan, telah cukup alasan untuk mmg-4aqr shalat
Kesimpulan ini bertentangan dengan pandangan
mayoritas ahli ugul yang secara isfi4rri' berpendirian
bahwa keputusan hukum mestilah berdasar 'illah.
r\rtinya, bahwa qaqr al-gzldh hanya berlaku untuk
orang yang sedang bepergian, tidak untuk setiap
orang yang sedang dalam mashaqqah.

2. Siekiranya hikmah yang dijadikan dasar, pastilah
keputusan hukum berbeda dengan illah-nya. Contoh
<liharamkannya pernikahan sepersusuao'illohnya
adalah penyusuan, sedangkan hilsnahnya adalah
pengamh susu terhadap yang disusu. Di sini,
pengaruh susuan jelas berbeda dengan aktivitas
menyrrsui itu sendiri. Karena bila semata-mata dilihat
pengaruh susuan, hukumnya pastilah sama dengan
hukum anak kandung. Padahal antara anak kandung
clengan anak sepenyusuan terdapat perbedaan hukum.
l\kibahya keputusan hokum, jelas berbeda dengan
aLlasan yang berdasat 'illah.

3. Iissersi dalam hikmah adalah samar (abstrak) dan
tidak mun/abi!, artinya masih dipertentangkan ukuran
tentuk, individu, waktu serta keadaannya. Dalam
contoh kebolehan qagr al-1alah; katena di dalamnya ada
hikmah menghilangkan mashaqqah, masih
menimbulkan seiurnlah persoalan. Di antaranya,
apakah setiap orang menghadapi kesulitan dalam
bepergian boleh qaqr al-$ldh?, kapan kesulitan itu
terjadi sehingga boleh 4aqr al-paldh?, dalam keadaan

I
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atau wuiud aPa kesulitan itu ?. Bisa saja kesulitan yang
dirasakan pengendara binatang tidak ditemukan oleh
pemakai kendaraan modern. Dan dari sisi lairv
sesungguhnya berta'lll dengan hikmah banyak
menimbulkan kesulitan bagi mukallaf (subyek

hukum). Karena si mukallaf rnasih dihaluskan
membahas dan menentukan pendapatnya sendiri.
Padahal, bark ALbMt al-tashrl ruuPun naq-nag9 ya E
ada bermaksud menghilangkan kesulitan itu. Oleh
karena itu, terutama bagi para ahJi $yas, kr-ta'lil
dengan hilcmah sulit dapat diterima.

Pendapat Kedua : Membolehkan Secara Mutlak Ber-
ta'Iil Dengan Hikmah. r.

Pendapat tersebut didasarkan pada dua ilrgumentasi,
yaitu:
l. Apabila tidak dibenarkan ber-ta'lll dengan hikmah,

maka seharusnya juga tidak dibenarkan beyta'l{l
dengan sifat al-m undsib. Penolakan terhadap ber-ta'lii
dengan hikmah itu tampaknya berdasar pada :

a. Hikmah tidak memilki ukuran yang kongkrit
(nunlabi!.

b. Hikmah mengarahkan perhatiannya pada posisi
maglafoeh ataLu rnnfsadah yang kemunculannya
mengiringi atau terjadi sesudah aCanya
penentuan hukum agl.

c. Hikmah tidak akan mampu mengetahui wujud
. hukum yang bersifat kasuistik (fa/) k*uali

setelah mengaitkannya dengan hukum aEI.

Menurut al-Bay5lawi, dasar penolakan ini janggal

B Mcaurut d-Sel&, kclompok yang mcmbolcbken bct-tz7il 
^t^shih.h 6cc.r. mudak aatare l.in d-Bryrlrwi, d-Rizi d.n d-Gh^r ali.

li\a. .l-S.\dl . Mebrbith al-'Illzh, 107-113.
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dan aneh. Karcna ber-ta'lil dengan al-wagf al-
munisib pada dasarnya juga muncul dari
ketiadaan ukuran yang kongkrit alasan hukum
yang dijadikan dasar penentuan hukum, selain
semata-Eata melihat pada aspek mas_b,fuah sr.-ra
maftadah. Padahal berta'lll dengan al-waqf al-
muniib E,lah ayata diakui secara sah oleh semua
pihak. Pendapat ini dalam menganalisis persoalan
safm Wp mempertahankan fiashaqqah *bagai
'illah ol-qa1r, dart safar tidak mungkin dapat
dijadikan alasan yang berdiri sendiri untuk
dijadikan dasar pertimbangan hukunL Hangkan

telah mengandung persangkaan yang
kuat Entang adanya aspek malafozh sr-rta
mafsailalunya. Dengan demikian, esensi hukum
terletak pada ide hikmah bagi penentuan hukum

far/-nya.
2. Bila diakui bahwa al<raEf al-mundsib boleh dijadikan

dasar betta'lll, maka hikmah merupakan kategori
sifat yang lebih pantas untuk dijadikan dasar ber-
ta'lil, karena es€risi sifat terletak pada hikmah.
Sehingga ia merupakan al-agl (pangkal) yang
memenuhi maqdgid al-shai'ah. Dengan demikiaru
hikmah cukup kuat untuk diperpegangi sebagai
dasar untuk menentukan keputusan hukum
terhadapTtr' yang diakui secara sah menurut shara'.

Pandangan Ketiga : Pandangan Yang Moderat (al-
Tafeil)

Pandangan ini menerima bepta'lil dengan hikmah yang
kongkrit dan tegas makna berikut ukurannya.
Se,baliknya, menolak ber-ta'lil dengan hikmah yang tidak
jelas pengertian dan ukurannya. Pandangan ini
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didukung oleh al-Amidr, Ibn al-flajib, Safiy al-Din al-
Hindi (seorang /aqift dan ahli uqul dari madhhab Shafi'i)
dan beberapa ulama dari golongan Hanbali.ts Ada dua
.rgumen yang diajukan untuk mendukung pandangan
ird.
1. Apabila hikmah memenuhi persyaratan memiliki sifat

yang kongkrit (mun/abifl, maka sebenamya telah
selaras dengan yang diinginkan oleh alrli flyas. Bahkan
ber-ta'lll dengan hikmah dalam pengertian demikian
lebih utama, karena teLah mengacu kepada ,naqagiil al-
sftan-aft. Namun hal tersebut, haruslah dalam konteks
ketiadaan "illah *cara mu'ayyanah mu'aththirah dalam
zagg. Tetapi, bila a d.a 'illah, maka mestilah didahulukan
'illclr tersebut dan dilarang ber-tc'ft1 dengan hikmah.

b. Pelarangan ber-fa'l dengan hikmah yang ghayr aihirah
munlabilah, karena disamping tidak tegasnya ukuran
baik dari segi bentuk, individu, waktu maupun
keadaan yang dapat menimbulkan perbedaan manilal-
f;ilonah, il'qa menyulitkan pihak si subyek hukum
(mukallafi. Karena, ia masih dibebani lagi untuk
melakukan pembahasan serta menentukan pilihan-
pilihan dari sederetan hikmah yang muncul atau yang
mungkin dianggap tepatl6

RELEVANSI HIKMAH
SHARTAH

DENGAN MAQASID AL-

Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai keabsahan
ber-fa'[7 dengan hikmah, bahwa sekurang-kurangnya
oleh para pendukungnya, hikmah mempunyai relevansi
yang erat dengan maqdsid al-shar{air. Karena hikmah telah
dianggap bahkan merupakan esensi tujuan shari'ah.

t lbid.,113-116
r' Ibid.
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Dengan demikian, hikmah sebagai dasar ber-ta'lil dalam
rangka pembinaan Hukum Islam Elah dianggap pula
memiliki legitimasi shar'i.t? Banyztk naqq aQur'irU
Su:nnah Nabi maupun aqwdl al-fuqahn yang yarrg
nrendukurg teas tersebut, yaitu:
1. Q.S. Al-Ma'idah ayat 90-91 menunjuk kepada

keharaman minum khamr serta berbagai jenis
perjudian. Firman Allah tersebut menunjukkan bahwa
keadaan khamr dan perjudian yang selalu
menimbulkan permusulun serta menghilangkan
l<esadaran untuk ingat kepada-Nya, menjadi sebab
timbulnya larangan Hal seperti itu termasuk salah
satu bentuk dari ber-ta'ltl dengan hikmalu Q.S. al-
r\nfal ayat @ menuniuk kepada perintah
mempersiapkan strategi poutik dan militer untuk
menangkal ancaman serangan musulu baik terhadap
agama, umat Islam maupun negaranya. Hal tersebut
rnenunjukkan bahwa perintah tersebut merupakan
hikmah yang mendasari bela negara, ummat dan
agama Islam. Q.S. Al-Ahzab ayat 37 menuniukkan
leabsahan secara iuridis perkawinan antara seseorang
(Nabi) dengan bekas istri anak angkatnya(Z,ayd).
Keabsahan hukum atas perkawinan semacam itu
didasarkan atas kebijaksanaan Tuhan sendiri (hikrnah)
yang ingin menghilangkan tradisi tabu mengawini
bekas istri anak angkat. Petintah menunaikan zakat
serta shalat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 103
didasarkan atas hikmah pensucian kekayaan serta
konsumsi batin untuk mencapai peringkat pribadi
yang mulmdnnaft. Perintah membagi hasil pendapatan
yirng diperoleh dai fry' (semacam pajak dari
wnrganegara non-muslim) kepad,a al-qurba, anak-anak

s Lihrt d-Shelibi : .r-rr'uwzfagn4voL I,l7ctl'.
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yatim, orang-rang miskin d,an iba al-sa6l sebagaimana
tersebut dalam Q.S. al-Hashr ayat 7, agar dana itu
tidak berputar-putar di kalangan orang-orang kaya,
telah dianggap jelas tentang sahnya ber-td'ri7 atas dasar
hilqnalr.ls

2. Al-Sunnah
Hadith riwayat A\mad ibn Hanbal, Ibn Maiah serta al-
Dirimr menyatakan bahwa Nabi memperkernnkan
Mughirah bin Shu'bah melakukan pendekatan ketika
ia bermaksud melamar wanita calon istrinya dengan
tuiuan agar tidak timbul kekecewaan di kemudian
hari, sehingga perkawinannya menjadi lestari penuh
dengan kecintaan. Hadith Ahmad bin Hanbal tentang
larangan Nabi kepada 'Umar bin al-Khalhab yang
meminta izin nabi untuk membunuh seorang pemuka
kaun munifq. Dalam kasus tersebut, Nabi melarang
Umar dengan alasan ingin memperlihatkan kepada
dunia bahwa Nabi bukan seorang y.rng haus darah
sebagai yang dituduhkan orang-orang jahiliyah. Dan
masih banyak lagi hadith yang lairl telah dianggap
terang menuniuk keabsahan ber-fa'lil atas hikmah.re

2. Pendapat para ulama

Abn Hamfah, dan sejumlah pengikut (aglib)nya
pernah ber-la'lil dengan hikmah. Hal tersebut dapat
dilihat dari sikap Abn Harufah yang melarang meniual
atau menyerahkan tawanan perang yang telah
menyatakan diri tunduk serta bersedia bergabung di
bawah dar al-lslam. Sikap tersebut didasarkan pada
hikmatu bahwa jika tawanan dijual atau diserahkan

r7 Lihat al-Saidi : .ifa bahits aLnhb flA-tn.
t3lbi&,lm-x23



130 Justitia lslamlca, Vol.1/No. 1/Jan-Juni 2004

lcepada musuh-musuh, maka tawanan temebut akan
memperkuat pertahanan militer musuh-

Golongan Shafi'iyah membolehkan menebang
batang atau cabang pohon yang tumbuh melinang
merintangi jalanan umum tanpa sepengetahuan
pemiliknya, berdasar pertimbangan kemaslahatan
pemakai jalan agr tidak terganggu dalam
perjalanannya. Demikian juga Imam Milik yang
dianggap paling masyhur menerapkan fa'lil dengan
d,asar maglafozh.Beberapa contoh dapat disebut sebagai
berikue
a. Imim Malik pernah membolehkan berjihad

bersama pemimpin yang yang tidak adil, sekiranya
ada alasan (ta'lil) bahwa meninggalkan
keikutsertaannya dalam jihad pasti akan merugikan
umat Islam.

b Menurut Imam Malik, warga dhimmi tidak
berkewajiban membayar zakat didasarkan
pertimbangan bahwa kewajiban zakat mengandung
maksud memperberat ikatan persaudaraan sesama
muslim. Pihak yang kaya merasakan diri serta
hartanya tersucikan dan pihak yang fakir
merasakan penghargaan atas dana santunan yang
diterimanya. Sementara itu, warga dhimmi
dibebani wajib membayar fizyah dengan dengan
dasar pertimbangan agar mereka menyadari akan
kehinaarurya selama masih dalam statusnya sebagai
non muslim.20

Dalam kitab al-Mughnl disebutkan bahwa
sebagian pengikut maddhab Hanbali membolehkan
pihak-pihak yang terlibat jual beli menentukan

e lbid., 123-125
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persyaratan lhiydr lebth dari tiga hari sampai batas
waktu yang disepakati. Hal tersebut didasarkan pada
pertimbangan bahwa Hiydr ditentukan menurut
pertimbangan kebutuhan Ai fualdh), yang senantiasa
berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan
zaman. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ibn
Qayyim al-Jawziyah dalam kitab l'Lam al-Muwaqi'in,
tentang kemungkinan teiadinya perubahan dan
perbedaan fatwa hukum karena perubahan masa dan
tempat Sikap apriori terhadap perubahan-perubahan
tersebut dapat menimbulkan kesalahan besar dalam
menentukan hukunu Kenraslahatan seperti yang
dikehendaki shara' tidak akan tercapai apabila
keputusan hukum membawa kepada kesulitan serta
derita ummatnya. Padahal kemaslahatan maupun
hikmah telah merupakan asas yang fundamental dari
pembinaan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan
hukum yang mengabaikan segr-seg keadilan, rahmat
serta perwujudan lain dari asas maglahah hdak
termasuk shari'ah.21

PENUTUP

Dari paparan di atas, penulis melihat bahwa kelompok
yang menolak be a'lll dengan hikmah ternyata, tanpa
mereka sadari menerapkan ta'lil dengan hikmah pula,
meskipun terminologi hikmah jarang mereka munculkan.
Sehingga bagi penulis, terjadinya friksi pandangan atau
mansha' al-l,hilaf tersebut terletak pada ada tidaknya
benang merah yang menghubungkan (al-munasib)
dengan nuquq serta seberapa jauh memfungsikan akal
dalam konteks hikmah.

'Ibid-, 125-127, Bardingkan dengan Zah.ah, Usd,250-253.
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